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ABSTRAK 

 

Madina (12020421060)      :  Peran Kepala Des.a Dalam Pemberdayaan Masyarakat            

Berdasarkan .Und.ang-.Und.ang Nomor 6 Tah.un 2014 

Tentang Desa Di Des .a Pengalihan Kecamatan Keritang 

Kab .upaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqh Siyasah   

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberdayaan masyarakat di des.a Pengalihan 

Kecamatan Keritang Kab .upaten Indragiri Hilir bel .um terlaksana dengan baik, masih ada 

program pembang.unan yang bel .um terlaksana seperti k .urangnya lamp .u jalanan sed.angkan 

program pemberdayaan yang tidak terlaksana yait .u pemetaan des .a d.an kelompok tani yang 

s.udah di bent .uk tetapi bel .um terealisasikan dengan baik hingga saat ini. Tent .unya ini menjadi 

t .ugas penting bagi kepala des .a karena s .udah diat.ur dalam .Und.ang-.Und.ang Nomor 6 Tah .un 2014 

tentang desa. Penelitian ini j .uga bert.uj .uan .unt .uk melihat bagaimana peran kepala des .a serta 

tinja.uan fiqh siyasah terhadap pemberdayaan masyarakat.  

Adap.un yang menjadi pokok permasalahan dalam pen .ulisan skripsi ini yait .u: Bagaimana 

peran kepala des.a dalam pemberdayaan masyarakat berdasarkan .Und.ang-.Und.ang Nomor 6 

Tah.un 2014 tentang desa di des.a Pengalihan Kecamatan Keritang Kab .upaten Indragiri Hilir, 

bagaimana Tinja.uan Perspektif Fiqh Siyasah terhadap peran kepala des.a dalam pemberdayaan 

masyarakat des.a Pengalihan Kecamatan Keritang Kab .upaten Indragiri Hilir d.an apa faktor 

pend.uk.ung d.an penghambat peran kepala des .a dalam pemberdayaan masyarakat di des .a 

Pengalihan Kecamatan Keritang Kab .upaten Indragiri Hilir.   

Penelitian ini mer.upakan penelitian yang bersifat k .ualitatif dengan fok.us pada materi 

lapangan, yang berlokasi di des.a Pengalihan Kecamatan Keritang Kab .upaten Indragiri Hilir.  

Adap.un s .ubjek dalam penelitian ini adalah kepala des .a, sekretaris des .a, kepala d .us.un d.an 

masyarakat des.a Pengalihan. Objek dalam penelitian ini peran kepala des .a Pengalihan. Data 

dalam penelitian ini mengg.unakan analisis deskriptif k .ualitatif. Sed.angkan peng.ump .ulan data 

yang dig.unakan adalah observasi, wawancara d.an analis dok .umentasi.  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimp .ulkan bahwa kepala des.a Pengalihan s .udah 

menjalakan t .ugas d.an wewenangnya ses .uai dengan .Und.ang-.Und.ang Nomor 6 Tah .un 2014 

tentang desa, nam .un k.urang efektif dalam rangka menjalankan pemberdayaan masyarakat 

kh.us.usnya di bid.ang kelompok tani d .us.un Bar.u des.a Pengalihan. Jika dilihat dari tinja .uan fiqh 

siyasah, kepala des.a Pengalihan s .udah melaksanakan perannya ses .uai dengan siyasah 

d.ust .uriyyah.   

Kata K.unci : Peran, Kepala Des.a, Pemberdayaan Masyarakat, Fiqh Siyasah.   
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamd .ulillahirabbil‟alamin, tiada kata yang indah yang pat .ut di .ucapkan kec.uali sy.uk.ur 

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ta .ufik d.an hidayat kepada pen .ulis ber.upa 

kesehatan d.an kesemp .urnaan jiwa d.an raga, sehingga pen .ulis memiliki kemamp .uan d.an 

kek.uatan .unt .uk membang.un hid .up lebih cerah dengan tetap berada dalam hidayah-Nya. 

Ter.utama dalam menyelesaikan skirpsi ini yang berj .ud.ul “PERAN KEPAL DES .A DALAM 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN .UND.ANG-.UND.ANG NOMOR 6 

TAH.UN 2014 TENTANG DESA DI DES .A PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG 

KAB.UPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”. Sebagai salah sat .u 

persyaratan g.una mencapai gelar Sarjana Strata Sat .u (S1) pada fak .ultas Syariah d.an 

H.uk.um .Universitas Islam Negeri S .ultan Syarif Kasim Ria .u. Sholawat serta salam selal .u pen.ulis 

t .uj .ukan kepada Nabi M .uhammad SAW yang telah berj .uang mer.ubah peradaban d .unia dari 

keb.ur.ukan menjadi lebih baik.  

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak sedikit s .umbangan d.an jasa yang pen .ulis terima 

dari berbagai pihak, yang sangat membant .u dalam menyelesaikan peny.us.unan skripsi ini. Pada 

kesempatan ini pen .ulis ingin menyatakan dengan pen .uh rasa hormat .ucapan terimakasih 

kh.us.usnya kepada:   

1. Ked.ua orang t .ua yang paling berjasa dalam hid .up pen.ulis. Ayahanda tercinta H. 

Z.ulkarnain d.an Ib.unda tersayang Hj. Sanawiah. Terimakasih telah memberikan cinta d.an 

kasih sayang, mendidik, menasehati, menyemangati d.an selal .u mendo‟akan pen .ulis 
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dalam setiap s .uj .udnya serta pengorbanan baik secara moril ma .up.un materil, sehingga 

pen.ulis bisa berada dititik ini. Sehat selal .u d.an hid .uplah lebih lama lagi, har .us selal.u ada 

disetiap perjalanan d.an pencapaian hid .up pen.ulis. Semoga mereka senantiasa dalam 

lind.ungan Allah SWT.   

2. Kakak terhebat Siska .Utami, S.Sos, M.Si, yang telah banyak memberikan motivasi d.an 

menjadi pan.utan terbaik pen .ulis d.an adik-adik yang pen .ulis sayangi: Irawati, M. Y .un.us 

d.an  M. Y.us.uf, yang selal .u mendo‟akan d.an memberikan semangat kepada pen .ulis 

sehingga pen .ulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kem .udian ter.unt .uk keponakank .u 

N.uwaira S .uhaila Rizal, terimakasih s .udah menjadi moodbooster d.an alasan pen .ulis .unt .uk 

p.ulang ker.umah. Semoga sem .uanya senantiasa diberi kesehatan d.an dalam lind.ungan 

Allah SWT.     

3. Bapak Prof. Dr. Khair .unnas Rajab, M.Ag selak .u Rektor, Wakil Rektor I Ib .u Prof. Hj. 

Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. H. Mas‟.ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III 

Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D, d.an beserta jajaran civitas akademik yang telah 

memberikan kesempatan kepada pen .ulis .unt .uk men.unt .ut ilm.u di .UIN S .uska Ria .u.  

4. Bapak Dr. Z.ulkifli, M.Ag selak .u Dekan Fak.ultas Syariah d.an H.uk.um, serta Wakil Dekan 

I Bapak Dr. H. Akmal Abd .ul M .unir, Lc, MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, 

M.Si, Wakil Dekan III Ib .u Dr. Hj. Sofia Hard.ani, M.Ag.  

5. Bapak Dr. H. Rahman Alwi, M.A selak .u Ket .ua Prodi H .uk.um Tata Negara (Siyasah) d.an 

Bapak Irfan Z.ulfikar, M.Ag selak .u Sekretaris Prodi H.uk.um Tata Negara (Siyasah) 

Fak.ultas Syariah d.an H.uk.um .Universitas Islam Negeri S .ultan Syarif Kasim Ria .u. 

6. Ib.u Dr. Hj. Irdamisraini, M.Ag selak .u dosen Penasehat Akademik, yang memberikan 

nasehat d.an membimbing pen .ulis dalam perk.uliahan.  
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7. Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc, M.A selak .u Dosen Pembimbing I d.an Ib.u Y.uni Harlina, 

M.Sy selak.u Dosen Pembimbing II, yang telah mel .uangkan wakt .unya .unt .uk 

membimbing pen.ulis dengan pen .uh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.  

8. Bapak d.an Ib.u dosen yang telah memberikan ilm .u pengetah.uan kepada pen .ulis dalam 

menyelesaikan st .udi di Prodi H.uk.um Tata Negara (Siyasah) Fak .ultas Syariah d.an 

H.uk.um  .Universitas Islam Negeri S .ultan Syarif Kasim Ria .u. 

9. Karyawan/i Fak .ultas Syariah d.an H.uk.um .Universitas Islam Negeri S .ultan Syarif Kasim 

Ria.u yang telah memberikan pelayanan yang baik d.an kem .udahan dalam administrasi.  

10. Sel .ur.uh Aparat Pemerintah Des.a Pengalihan Kecamatan Keritang Kab .upaten Indragiri 

Hilir beserta masyarakat Parit Harapan Bar .u yang telah memberikan kem .udahan kepada 

pen.ulis dalam meng.ump.ulkan data yang dib .ut .uhkan .unt .uk menyelesaikan skripsi ini.  

11. Kepada kel .uarga besar H .uk.um Tata Negara (Siyasah) lokal A angkatan 2020, yang telah 

memberikan saran-saran yang positif, pengalaman d.an kerjasamanya selama menemp .uh 

pendidikan di .UIN S .uska Ria.u.   

12. Kepada para sahabat pen .ulis yang tidak dapat pen .ulis seb.utkan sat .u persat .u, terimakasih 

telah banyak membant .u d.an memberikan semangat kepada pen .ulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini.  
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Pen.ulis menyadari bahwa dalam pen .ulisan skripsi ini bel.um semp.urna d .an terdapat 

banyak kek .urangan. Oleh karena it .u dengan segala kerendahan hati pen .ulis mengharapkan 

mas.ukan ber.upa kritik d.an saran yang membang.un dari berbagai pihak. Sem .ua mas.ukan terseb .ut 

akan pen.ulis jadikan sebagai motivasi .unt.uk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. 

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Aamiin ya 

rabbal alamin.  

 

Pekanbar.u, 22 Oktober 2024  

Pen.ulis 
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BAB I 

PENDAH.UL .UAN 

A. Latar Belakang  

Dalam .Und.ang-.Und.ang Nomor 6 Tah .un 2014 Tentang Des.a, Pasal 1 ayat 1 

diseb.utkan bahwa: “Des .a adalah des .a d.an des .a adat ata.u yang diseb.ut dengan nama lain, 

selanj.utnya diseb .ut Des .a, adalah kesat .uan masyarakat h .uk.um yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang .unt .uk mengat .ur d.an meng.ur.us .ur.usan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal .us.ul, 

d.an/ata.u hak tradisional yang diak .ui d.an dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesat .uan Rep .ublik Indonesia.”
1
 Dari pengertian des.a di atas dapat disimp .ulkan bahwa 

des.a mer.upakan s .uat .u masyarakat yang otonom, artinya des.a berhak mengat .ur d.an 

meng.ur.us kepentingan masyarakatnya ses .uai dengan kondisi sosial b .udaya setempat, 

termas.uk bid.ang sosial, politik d.an ekonomi.  

Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah .unt.uk 

secara mandiri mengat .ur d.an mengelola .ur.usan nasional. Pemerintah memp .unyai hak d.an 

kewajiban .unt .uk mengambil kep .ut .usan yang berkaitan dengan kepentingan daerah. 

Ked.ud.ukan des .a tercermin dalam Pasal 2 ..UU Nomor 6 Tah .un 2014, bahwa Des .a 

mer.upakan penyelenggaraan pemerintahan des .a, pelaksanaan pembang.unan des .a, 

pembinaan kemasyarakatan des.a, d.an pemberdayaan masyarakat des .a berdasarkan 

Pancasila, .Und.ang-.Und.ang Dasar Negara Rep .ublik Indonesia Tah .un 1945, Negara 

                                                           
1

.    Negara Republik Indonesia, Und.ang-.Und.ang Nomor 6 Tah.un 2014 Tentang Des.a, Pasal 1 Ayat (1) 

(Jakarta, Lembaran Negara Nomor 5495 Republik Indonesia Tahun 2014).     
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Kesat .uan Rep .ublik Indonesia, d.an Bhinneka T .unggal Ika”.
2
 Ketent .uan di atas 

menegaskan ked .ud.ukan des.a sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah. 

Pasal 1 ayat (12) diseb .utkan bahwa, Pemberdayaan Masyarakat Des.a 

adalah .upaya mengembangkan kemandirian d.an kesejahteraan masyarakat dengan 

meningkatkan pengetah .uan, sikap, keterampilan, perilak .u, kemamp .uan, kesadaran, serta 

memanfaatkan s .umber daya melal .ui penetapan kebijakan, program, kegiatan, d.an 

pendampingan yang ses .uai dengan esensi masalah d.an prioritas keb .ut .uhan masyarakat 

des.a.
3
 

Pemerintahan Des.a terdiri dari Kepala Des.a, Perangkat Des.a d.an Bad.an 

Perm.usyawaratan Des .a (BPD). Kepala Des .a adalah pejabat pemerintah des.a yang 

memp.unyai wewenang, t .ugas d.an kewajiban .unt .uk menyelenggarakan r .umah tangga 

des.anya d.an melaksanakan t .ugas dari pemerintah d.an Pemerintah Daerah. Perangkat 

Des.a adalah .uns.ur staf yang membant .u Kepala Des.a dalam peny.us.unan kebijakan d.an 

koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Des .a, d.an .uns.ur pend.uk.ung t .ugas Kepala 

Des.a dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bent .uk pelaksana teknis 

d.an .uns.ur kewilayahan. Perangkat des.a terdiri dari Sekretariat Des.a yang dipimpin oleh 

Sekretaris Des.a dibant .u oleh kepala .ur.usan tata .usaha d.an .um .um, Kepala .Ur.usan 

Ke.uangan serta Kepala .Ur.usan Perencanaan. Bad.an Perm.usyawaratan Des.a yang 

selanj.utnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan f .ungsi 

pemerintahan yang anggotanya mer .upakan wakil dari pend .ud.uk des.a berdasarkan 

keterwakilan wilayah d.an ditetapkan secara demokratis, anggota BPD terdiri dari Ket .ua 

                                                           
2
 Negara Republik Indonesia, Und.ang-.Und.ang Nomor 6 Tah.un 2014 Tentang Des.a, Pasal 2, (Jakarta, 

Lembaran Negara Nomor 5495  Republik Indonesia Tahun 2014).     
3
 Negara Republik Indonesia, Und.ang-.Und.ang Nomor 6 Tah.un 2014 Tentang Des.a, Pasal 1 Ayat (12), 

(Jakarta, Lembaran Negara Nomor 5495 Republik Indonesia Tahun 2014).     
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R .uk.un Warga, pemangk .u adat, golongan profesi, pem .uka agama d.an tokoh ata.u pem .uka 

masyarakat lainnya. 
4
  

Perat .uran per.und.ang-.und.angan di atas terseb .ut, dib.uat .unt .uk mengatasi segala 

bent .uk permasalahan dalam pelaksanaan pembang.unan d.an kesejahteraan des.a.  

Dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diseb.utkan bahwa 

Kepala Des.a memp .unyai t .ugas menyelenggarakan pemerintahan des.a, melaksanakan 

pembang.unan des.a, pembinaan kemasyarakatan des.a, d.an pemberdayaan masyarakat 

des.a. Pemerintah des .a har.us melaksanakan perat .uran per.und.ang-.und.angan yang 

berkaitan dengan des .a, nam .un perat .uran per.und.ang-.und.angan terseb .ut tidak bisa 

langs.ung dilak .ukan. Karena des.a berbeda kondisi sosial, politik d.an b.udayanya.
5
 

.Unt .uk mencapai pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan d.an kemandirian har.us 

did .uk.ung oleh pengelolaan pembang.unan yang partisipatif. Dalam str .ukt .ur pemerintahan 

diperl .ukan perilak.u pemerintahan yang j .uj .ur, terb.uka, bertangg.ung jawab d.an 

demokratis, sed.angkan dalam str .ukt .ur masyarakat har .us dikembangkan mekanisme yang 

memberikan pel .uang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kep .ut .usan demi 

kebaikan bersama.
6
 

Konsep yang sering m .unc.ul dalam proses pemberdayaan adalah kemandirian, dimana 

program pembang.unan dirancang secara sistematis sedemikian r .upa sehingga individ .u 

d.an masyarakat menjadi s .ubjek pembang.unan. Kegagalan program pembang .unan 

                                                           
4
  Negara Republik Indonesia, Perat.uran Daerah Nomor 2 Tah.un 2018 Tentang Perangkat Des.a, Pasal 1 

Ayat (7 dan 8), (Pekanbaru, Lembaran Daerah Nomor 2 Provinsi Riau Tahun 2019).  
5
 Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Und.ang-.Und.ang Nomor 6 Tah.un 2014 Tentang Des.a, Pasal 26 Ayat (1), (Jakarta, 

Lembaran Negara Nomor 113 Republik Indonesia Tahun 2014).     
6
 Iman.uel N. Tad.an.ugi, Peranan Kepala Des.a Dalam Pemberdayaan Masyarakat Des.a Tamonjengi 

Kecamatan Mori Kab.upaten Morowali .Utara, J.urnal Ilmiah Administratie, Vol. 10, No. 1, 2018, h. 66.  
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pedes.aan sebel .umnya disebabkan oleh persiapan, pelaksanaan d.an eval .uasi program 

pembang.unan tanpa partisipasi masyarakat. Proses pembang.unan mengedepankan model 

politik terp .usat d.an peran .utama negara dalam kehid .upan bermasyarakat. 

Fiqh Siyasah mer.upakan salah sat .u aspek h.uk.um Islam yang membahas tentang 

pengat .uran d.an pengelolaan kehid .upan man.usia dalam bernegara .unt .uk mencapai 

kemaslahatan bagi masyarakat it .u sendiri. 

Pemimpin adalah cermin d.an k.unci kesejahteraan masyarakat. Peningkatan 

kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari peran kepala des.a sebagai pemimpin 

pemerintahan des .a.   

Allah swt berfirman di dalam Al-Q.ur‟an s .urah Shad ayat 26, yang berb .unyi:  

 

Artinya :  (Allah berfirman) “Wahai da .ud, ses .ungg .uhnya Kami menjadikanm .u khalifah 

(peng.uasa) di b .umi. Maka, berilah kep .ut .usan (perkara) di antara man .usia 

dengan hak d.an janganlah mengik.uti hawa nafs.u karena akan menyesatkan 

engka.u dari jalan Allah. Ses .ungg.uhnya orang-orang yang sesat dari jalan 

Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka mel .upakan hari 

Perhit .ungan.”
7
 

Dari penjelasan ayat terseb.ut, Allah menjelaskan bahwa Dia memerintahkan Nabi 

Da.ud .unt .uk mengambil kep .ut .usan mengenai permasalahan yang timb .ul di kalangan 

                                                           
7
 Kementrian Agama RI, al-Q.uran d.an Terjemahannya (Edisi Penyemp.urnaan), (Jakarta Tim.ur: Lajnah 

Pentashihan M.ushaf al-Q.ur‟an, 2019), h. 454.   
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man.usia dengan kep .ut .usan yang tepat berpedoman pada wahy.u yang diwahy.ukan 

kepad.anya it .u.
8
 

Kem .udian terdapat h .uk.um-h.uk.um yang mengat .ur kebahagiaan man .usia di d .unia d.an 

kebahagiaannya di akhirat. Oleh karena it .u, Allah swt melarang seorang pemimpin 

mengik .uti hawa nafs .unya .unt .uk melaksanakan segala pekerjaan yang berkaitan dengan 

kesejahteraan d.an kebahagiaan man .usia dalam hid .up ini d.an akhirat.
9
  

Gejala sosial yang ada di des.a Pengalihan Kecamatan Keritang Kab.upaten Indragiri 

Hilir yait .u kemiskinan, kenakalan remaja, kewira.usahaan d.an pengangg.uran.
10

  

Kepala desa Pengalihan dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat di des.a 

Pengalihan Kecamatan Keritang Kab .upaten Indragiri Hilir bel .um terlaksana dengan baik, 

masih ada program pembang.unan yang bel .um terlaksana seperti k .urangnya lamp .u 

jalanan sed.angkan program pemberdayaan yang tidak terlaksana yait .u pemetaan des.a d.an 

kelompok tani yang s .udah di bent.uk tetapi bel .um terealisasikan dengan baik hingga saat 

ini.
11

    

T.uj .uan pemberdayaan masyarakat di des .a Pengalihan Kecamatan Keritang 

Kab.upaten Indragiri Hilir yait .u .unt .uk mencapai keadilan sosial, meningkatkan taraf 

ekonomi d.an kesejahteraan masyarakat sehingga mereka dapat mencapai 

kemandirian .unt .uk memen .uhi keb.ut .uhan dasarnya d.an melanj .utkan kehid .upannya.
12

 

                                                           
8
 Detik Hikmah, “Surah Sad Ayat 26”, website dari https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-

7091395/surat-sad-ayat-26-bacaan-lengkap-tafsir-dan-asbabun-nuzul-amp. Diakses pada 20 November 2024.    
9
 Ibid.    

10
 Hasil observasi di desa Pengalihan, Tanggal 20 Februari 2024.  

11
 Hasil observasi di desa Pengalihan, Tanggal 20 Februari 2024.  

12
 Hasil observasi di desa Pengalihan, Tanggal 20 Februari 2024.  

  

https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7091395/surat-sad-ayat-26-bacaan-lengkap-tafsir-dan-asbabun-nuzul-amp
https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7091395/surat-sad-ayat-26-bacaan-lengkap-tafsir-dan-asbabun-nuzul-amp
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Dari permasalahan diatas, pen.ulis tertarik .unt.uk melak.ukan penelitian lebih dalam 

lagi terhadap permasalahan terseb.ut ber.upa skripsi dengan j.ud.ul:
 
“PERAN KEPALA 

DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN .UND.ANG-

.UND.ANG NOMOR 6 TAH.UN 2014 TENTANG DESA DI DES.A PENGALIHAN 

KECAMATAN KERITANG KAB.UPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF FIQH 

SIYASAH”.  

B. Batasan Masalah 

Agar dalam penelitian ini tidak terlal .u mel.uas d.an kel .uar dari tema persoalan, 

maka pen.ulis akan membatasi permasalahan ini pada peran Kepala Des.a tah.un 2020-

2021 dalam pemberdayaan masyarakat berdasarkan .Und.ang-.Und.ang Nomor 6 Tah .un 

2014 di des.a Pengalihan Kecamatan Keritang Kab .upaten Indragiri Hilir perspektif fiqh 

siyasah.  

C. R.um.usan Masalah  

Berdasarkan topik yang di .uraikan pada latar belakang d.an agar penelitian ini terarah 

pada s.uat .u masalah kajian, maka peneliti membatasi bahasan berik .ut:  

1. Bagaimana peran Kepala Des .a dalam pemberdayaan masyarakat 

berdasarkan .Und .ang-.Und.ang Nomor 6 Tah .un 2014 tentang desa di des.a Pengalihan 

Kecamatan Keritang Kab .upaten Indragiri Hilir? 

2. Apa faktor pend .uk.ung d .an penghambat peran Kepala Des .a dalam pemberdayaan 

masyarakat di des .a Pengalihan Kecamatan Keritang Kab .upaten Indragiri Hilir? 
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3. Bagaimana Tinja .uan Perspektif Fiqh Siyasah terhadap peran Kepala Des .a dalam 

pemberdayaan masyarakat des.a Pengalihan Kecamatan Keritang Kab .upaten Indragiri 

Hilir?  

D. T .uj.uan d.an Manfaat Penelitian  

1. .Unt .uk mengetah.ui peran Kepala Des.a dalam pemberdayaan masyarakat 

berdasarkan .Und .ang-.Und.ang Nomor 6 Tah .un 2014 tentang desa di des.a Pengalihan 

Kecamatan Keritang Kab .upaten Indragiri Hilir 

2. .Unt.uk mengetah.ui faktor pend .uk.ung d .an penghambat peran Kepala Des .a dalam 

pemberdayaan masyarakat di des .a Pengalihan Kecamatan Keritang Kab .upaten 

Indragiri Hilir  

3. Unt .uk mengetah.ui Tinja.uan Perspektif Fiqh Siyasah terhadap peran Kepala Des.a 

dalam pemberdayaan masyarakat des.a Pengalihan Kecamatan Keritang Kab .upaten 

Indragiri Hilir 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERAN KEPALA DESA  

A. Sejarah Des .a Pengalihan  

Des.a Pengalihan termas .uk dalam wilayah Kecamatan Keritang Kab .upaten Indragiri 

Hilir Provinsi Ria .u d .an terletak di bagian Selatan. Pengalihan mer .upakan des .a yang 

memiliki potensi ekonomi yang berkembang. Des .a Pengalihan secara .um .um mer.upakan 

daerah datar yang di dominasi oleh tanah gamb .ut, tanah liat d .an di tengah-tengah ada 

aliran s .ungai Gansal.
13

   

Des.a Pengalihan berdiri pada tah .un 1945 yang diberi nama Negeri Pengalihan oleh 

salah seorang tokoh masyarakat yang bernama H. Ali sekalig .us menjabat sebagai Kepala 

Negeri periode pertama pada tah .un 1945-1955. Periode ked .ua Johari menjabat pada 

tah.un 1955-1960. Periode ketiga Boge menjabat pada tah .un 1969-1975. Periode keempat 

R .ustam Ali menjabat tah .un 1975-1978. Periode kelima Syakrani menjabat tah .un 1978-

1980. Pada tah.un 1980 ini Kenegerian Pengalihan ber .ubah nama menjadi Des .a 

Pengalihan, dengan Kepala Des .a pertama bernama Ag.us M .ursi tah.un 1988-1998. Kepala 

Des.a ked .ua masih dijabat oleh Ag.us M .ursi tah.un 1988-1998. Kepala Des .a ketiga M. 

Thayib menjabat tah .un 1998-1998. Kepala Des .a keempat Abd.ul Hamid menjabat tah .un 

1998-1999. Kepala Des .a kelima R. Astar Hamzah Hz menjabat tah .un 1999-2007. Kepala 

Des.a keenam M.uslim Lag.uik menjabat tah .un 2007-2015. Kepala des .a ket .uj .uh Delson 

PJS dari Kasi PMD kantor camat Keritang menjabat tah .un 2015. Kepala des .an 

                                                           
13

 S.umber dok.umen dari kantor des.a Pengalihan, Tanggal 20 Febr.uari 2024.  
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kedelapan .Usman, S.Ag mer.upakan Kepala Des .a yang terpilih menjabat awal tah .un 

2016- 2021. D.an selanj .utnya Kepala Des .a kesembilan .Usman, S.Ag mer.upakan Kepala 

Des.a yang terpilih menjabat awal tah .un 2022-2027.  

1. Demografi Des .a Pengalihan 

a. Batas wilayah des .a  

   Letak geografis des .a Pengalihan, terletak diantara: 

Sebelah .Utara berbatasan dengan  : Kel .urahan Pekan T.ua Kecamatan Kempas 

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Keritang H.ul .u Kecamatan Kem .uning 

Sebelah Tim .ur berbatasan dengan  : Des .a Tel .uk Kelasa Kecamatan Keritang 

Sebelah Barat berbatasan dengan  : Des .a Panc.ur Kecamatan Keritang
14

 

   L.uas wilayah des .a total 102 km
2  

 

1) Pem .ukiman    : 54 ha  

2) Perkeb.unan kelapa lokal        : 4.030 ha  

3) Perkeb.unan kelapa sawit       : 4.904 ha 

4) Pertanian/lad.ang       : 154 ha 

5) Keb.un kas des.a            : - ha 

6) Perkantoran         : 100 m
2 
 

7) Sekolah         : 14,8 ha  

8) Jalan beton           : 6,4 km  

9) Jalan sert .u/ .um.um          : 11,4 km 

10) Lapangan bola kaki    : 1 ha 

11) Lapangan volly      : 2 .unit  

                                                           
14

 S.umber dok.umen dari kantor des.a Pengalihan, Tanggal 20 Febr.uari 2024.  
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12) P .ust.u    : 1 ha  

13) Koperasi .unit des .a    : - ha  

14) Lahan persiapan sarana lainnya   : - ha  

b. Orbitasi 

1) Jarak ke ib .u kota kecamatan terdekat   : 30 km 

2) Lama jarak temp .uh ke ib .u kota kecamatan  : 1 jam  

3) Jarak ke ib .u kota kab.upaten    : 60 km 

4) Lama jarak temp .uh ke ib .u kota kab.upaten  : 2 jam  

c. J.umlah pend.ud .uk berdasarkan jenis kelamin 

Tabel 2.1 

J.umlah pend .ud.uk berdasarkan jenis kelamin 

Jenis Kelamin J.umlah 

Laki-laki 3.861 

Peremp .uan 3.786 

Total 7.647 

   Sumber data : Kantor Desa Pengalihan  

 

d. J.umlah pend.ud .uk men.ur.ut agama   

Tabel 2.2  

J.umlah pend.ud.uk men.ur.ut agama 

Agama J.umlah 

Islam 7.647 

   Sumber data : Kantor Desa Pengalihan  
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e. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan  

Tabel 2.3  

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan 

Pendidikan J.umlah 

SD 1.284 

SMP 1.064 

SMA 755 

D1/2/3 24 

S1 350 

S2 3 

     Sumber data : Kantor Desa Pengalihan  
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f. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian  

Tabel 2.4 

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian 

Mata Pencarian J.umlah 

Petani 3.348 

Pedagang 52 

PNS 54 

T.ukang 35 

G.ur.u 92 

Bid .an/Perawat 20 

Polri 1 

Pensi .unan 8 

Sopir/Angk .utan 5 

B.ur.uh 240 

Jasa Persewaan 10 

Wiraswasta 215 

Nelayan 25 

     Sumber data : Kantor Desa Pengalihan  

 

g. Visi dan Misi Desa Pengalihan  

Visi :  

Berdasarkan kondisi masyarakat des .a Pengalihan saat ini, tantangan yang 

dihadapi 6 tah .un mendatang serta dengan memperhit .ungkan modal dasar yang 

dimiliki oleh des .a Pengalihan s .umber pendapatan dari PAD, d .ana des .a dari 

tingkat II, I d .an p.usat yang amanatnya .unt .uk pembang.unan, operasional, 

pemberdayaan aparat .ur pemerintahan d .an kelembagaan yang ada di des .a 
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Pengalihan Visi pembang.unan 6 tah.un 2022-2027 yakni  : “Pengalihan Sejahtera 

Tah.un 2027”   

Misi : 

Pembang.unan jangka menengah des .a Pengalihan tah .un 2022-2027 sebagai 

berik.ut. 

1. Melanj .utkan program-program yang bel .um terlaksana sebagaimana tercant .um 

dalam dok .umen RPJM des .a Pengalihan 2022-2027. 

2. Meningkatkan system kinerja aparat .ur pemerintahan des .a dalam pelayanan 

kepada masyarakat yang transparan, cepat, tepat d .an benar. 

3. Meningkatkan pembang.unan yang berkesinamb .ungan d.an mengedepankan 

partisipasi d .an gotong royong masyarakat dengan azas pemerataan di sem .ua 

d.us.un des .a Pengalihan.  

4. Meningkatkan kehid .upan des .a secara dinamis dalam segi pendidikan d .an 

keagamaan  

5. Meningkatkan k .ualitas kesehatan pem .uda d.an masyarakat, dalam peran 

olahraga daan kader pos yand .u.
15

  

Des.a Pengalihan memiliki sarana d .an prasarana yang mend .uk .ung setiap 

kegiatan des .a. Fasilitas yang ada di antaranya yait .u ged.ung sekretariat, a .ula .unt .uk 

mengadakan kegiatan. Fasilitas yang ada di kator des .a terdiri dari r .uang kerja, 

r.uang tam .u, kamar mandi, dap .ur d.an g.ud.ang. Fasilitas pend .uk.ung lainnya yait .u 

komp .uter, printer, alat-alat dap.ur serta alat kebersihan.  

                                                           
15

 S.umber dok.umen dari kantor des.a Pengalihan, Tanggal 20 Febr.uari 2024.  
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Pemerintahan des .a Pengalihan memiliki str .ukt .ur organisasi yang membant .u 

pengelolaan program-program yang ada di des .a Pengalihan, dalam melaksanakan ata .u 

melak.ukan s .uat .u program kegiatan terseb .ut, terdapat penangg.ung jawab dari masing-

masing program yang s .udah di tent .ukan t .ugas d .an kewajibannya masing-masing. 

Sehingga diharapkan ad .anya kerjasama antara penangg.ung jawab program agar 

mem.udahkan proses pelaksanaannya. Pemerintah des .a Pengalihan memp .unyai program 

kerja sebagai berik .ut: 

a) Bid .ang Pemerintahan terdapat beberapa s .ub bid .ang yait .u:  

1. Pelayanan s .urat meny.urat di kantor des .a Pengalihan.  

2. Pelayanan cepat, tepat d .an benar di kantor des .a dengan motto pelayanan des .a 

Pengalihan (Profesional, Elegant, Normatif, Geni .us, Amanah, Lemb .ut, Inovatif, 

Harmonis, Aspiratif d.an Nyaman. 

3. Program bant .u masjid/s .ura.u/majlis ta‟lim memb .uat s .urat hibah. 

4. Pemb .uatan website des .a Pengalihan, ak .un yo .ut .ube, facebook serta blogger des .a 

Pengalihan.  

5. Pemb .uatan prod .uk h.uk.um des.a yang bel .um dib .uat bersama BPD. 

6. Pemb .uatan plang papan informasi di 8 d .us.un des .a Pengalihan .unt .uk informasi 

penting masyarakat. 

7. Bimbingan, pelatihan d .an pembinaan kepada organisasi d.an lembaga 

kemasyarakatan seperti LPM, RT, RW, Kepala Parit, Kepem .udaan d.an Organisasi 

lainnya yang ada di des .a Pengalihan. 

b) Bid .ang pembang.unan terdapat beberapa s .ub bid .ang yait .u: 
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1. Pembang.unan semenisasi jalan lintas des.a di setiap d .us.un secara bertahap melal .ui 

d.ana des.a (APBDes). 

2. Memperj.uangkan pemerataan PLN kesel .ur.uhan masyarakat des .a Pengalihan di 

d.us.un Rasa.u K.uning. 

3. Pembang.unan pasar des .a Pengalihan. 

4. Pembang.unan sarana olahraga des .a di wilayah d .us.un. 

5. Pembang.unan s .um .ur bor (Air Bersih) di setiap wilayah d .us.un. 

6. Memperj.uangkan pembang.unan jembatan di setiap wilayah d .us.un di des .a 

Pengalihan. 

7. Memperj.uangkan pembang.unan sarana d .an prasaranan pendidikan Pa .ud, SD, MI, 

MTS, SMP IT, SMA, MA d .an SMK bersama pihak sekolah d.an pemerintah.   

c) Bid .ang pembinaan masyarakat terdapat beberapa s .ub bid .ang yait .u: 

1. Setiap tah.un melaksanakan Event To .urnament sepak bola antar d .us.un. 

2. Setiap tah.un melaksanakan TABLIGH AKBAR menyamb .ut d.an memeriahkan 

tah.un bar.u Islam. 

3. Pemb .uatan jadwal peringatan hari besar Islam (Peringatan ma .ulid d .an isra‟ 

mi‟raj) di masjid, s .ura.u, m .usholla d.an majlis ta‟lim yang di des .a Pengalihan. 

4. Men.umb .uh kembangkan ata .u pengaktifan kembali kelompok tani, kelompok 

yasinan laki-laki, kelompok yasinan peremp .uan, majlis ta‟lim d .an lain-lain yang 

dilegalkan melal .ui SK Kepala des .a sehingga bisa mengaj .ukan bant .uan ke 

Pemerintahan Daerah melal .ui proposal. 

5. Setiap tah.un b .ulan Ag.ust .us akan dilaksanakan seperti lomba: 

1) Lomba kebersihan d .an keindahan wilayah RT d .an D.us.un terbaik 



16 

 

 

2) Lomba karnaval .unt .uk masyarakat des .a Pengalihan 

3) Lomba LKBB .unt .uk tingkat anak sekolah di des .a Pengalihan  

4) .Upacara hari .ulang tah.un (H.UT) kemerdekaan RI d .an dimeriahkan dengan 

permainan rakyat.  

6. Membina d.an mend.uk.ung serta mendorong para pem .uda des .a yang memp .unyai 

bakat organisasi baik di bid .ang sepak bola, volly, b .ul .u tangkis d .an lain-lain .unt .uk 

menjadi pemain dalam cl .ub kebanggaan des .a Pengalihan. 

7. Memb.uat program masyarakat des .a Pengalihan ped .uli sesama baik yang terkena 

m .usibah, bencana, kebakaran, sakit parah d .an lain-lain. 

8. Membant .u memperj .uangkan masyarakat miskin ata .u tidak mamp .u nam .un tidak 

memp.unyai jaminan Kart .u Indonesia Sehat (KIS) .unt .uk mendapatkan Jkn KIS. 

9. Pembinaan d .an sosialisasi kepada pem .uda d .an remaja tentang bahaya Narkoba.  

d) Bid .ang pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa s .ub bid .ang yait .u: 

1. Pelatihan d .an bimbingan bagi peng.ur.us kelompok tani se-des.a Pengalihan agar 

berjalan ses.uai at .uran d.an kelompok tani bisa berjalan kembali. 

2. Pelatihan d .an bimbingan bagi peng.ur.us kelompok yasinan laki-laki d.an kelompok 

yasinan peremp .uan. 

3. Pelatihan penyelenggaraan jenazah di des .a Pengalihan. 

4. Pelatihan d .an bimbingan bagi peng.ur.us PKK des .a Pengalihan agar 

mempertahankan d .an lebih baik men.uj .u PKK terbaik tingkat nasional. 

5. Pemberdayaan Bad .an .Usaha ilik Des .a (B.UMDes) Rasa.u K.uning agar mamp .u 

menggerakkan ekonomi masyarakat des .a Pengalihan. 



17 

 

 

6. Memberdayakan masyarakat des .a dalam mengerjakan kegiatan pembang.unan 

d.ana des .a yang pekerjanya diprioritaskan dari masyarakat miskin, pem .uda 

pengangg.uran d .an lain-lain.
16

  

h. Nama-nama perangkat kantor des .a Pengalihan  

Tabel 2.5 

Nama-nama perangkat kantor des.a Pengalihan 

 Nama  Jabatan 

.Usman, S.Ag Kepala Des .a 

Firman Sekretaris Des .a 

Siti Aminah, S.Ag Tata .Usaha d.an .Um .um 

Rani P .utri Dewi Ka.ur Ke.uangan 

Z.ul Fadli, S.Kom Ka.ur Perencanaan 

Tamrin Kasi Pemerintahan 

Ilham Y.A, S.I.Kom Kasi Pelayanan 

Rianto, S.IP Kasi Kesejatraan 

Andi M. Idris Kad.us Set .ul .u 

N.urhanah Kad.us P .utat 

Boy Sandy Kad.us S .us.upan 

Syams .ul Kad.us R. K.uning 

Tanni, S.H Kad.us Lestari 

M. L.ukman Kad.us Cahaya 

Hertanto Kad.us Na.u 

S .uhardi Kad.us Bar.u 

   Sumber data : Kantor Desa Pengalihan  

 

                                                           
16

 S.umber dok.umen dari kantor des.a Pengalihan, Pada Tanggal 20 Febr.uari 2023.   
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B. Kerangka Teori  

1. Defenisi Peran  

Arti kata peran dalam kam .us besar bahasa Indonesia adalah perangkat tingkah 

yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berked .ud.ukan dalam masyarakat.  

Pengertian peran men .ur.ut Soerjono Soekanto, yait .u peran mer.upakan aspek 

dinamis ked .ud.ukan (stat .us), apabila seseorang melaksanakan hak d.an kewajibannya 

ses.uai dengan ked .ud.ukannya, maka ia menjalankan s .uat .u peranan.
17

  

Adap.un jenis-jenis peran men.ur.ut Soekanto terbagi menjadi tiga macam yait .u:   

a. Peran aktif 

Peran aktif mer.upakan peran yang diberikan kepada anggota kelompok 

berdasarkan ked .ud.ukannya dalam kelompok seperti peng.ur.us, pejabat d.an lain 

sebagainya. 

b. Peran partisipatif 

Peran partisipatif mer .upakan peran yang diberikan anggota kelompok kepada 

kelompoknya, yang kontrib .usinya sangat berg.una bagi kelompok it .u sendiri. 

 

 

 

                                                           
17

 N.ur.uni d.an K.ustini, Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand, J.urnal Manajemen d.an 

Kewira.usahaan Vol.7 (1), 2011. 
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c. Peran pasif 

Peran pasif mer.upakan kontrib .usi pasif dari anggota kelompok, yang mana 

anggota kelompok menahan diri .unt .uk tidak memberikan kesempatan kepada 

anggota kelompok lainnya .unt .uk bekerja dengan baik.
18

  

2. Defenisi Pemberdayaan Masyarakat  

a. Pengertian Pemberdayaan 

Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kek .uatan ata.u kemamp .uan. 

Berdaya s .uat .u kondisi ata.u keadaan yang mend .uk.ung ad.anya kek .uatan ata.u 

kemamp.uan. Pemberdayaan adalah s .uat .u .upaya meningkatkan kemamp .uan d.an 

potensi yang dimiliki oleh s .uat .u masyarakat sehingga mereka dapat 

mengakt .ualisasikan jati diri, hasrat d.an martabatnya secara maksimal .unt .uk 

bertahan d.an mengembangkan diri secara mandiri.
19

 

Men.ur.ut Arbi Sanit (1998) pemberdayaan mer .upakan .upaya 

mentransformasikan segenap potensi masyarakat menjadi kek .uatan, melind .ungi 

d.an memperj .uangkan nilai-nilai serta kepentingan mereka di dalam segala aspek 

kehid .upan. Dalam hal ini, peng.uatan ekonom di pand.ang sebagai langkah awal 

ata.u dasar, di samping pematangan b .udaya d.an pemantapan agama .unt .uk 

memberdayakan masyarakat. Pengembangan ekonomi d.an nilai it.u berg.una bagi 

                                                           
18

 Soekanto, Sosiologi Sebagai Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), cet. ke-48, h.242.  
19

  Anita Fa.uziah, Pemberdayaan Masyarakat Pendekatan RRA d.an PRA (Malang : 2009), cet. ke-1, h. 17.  
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kemandirian serta peng.uatan posisi tawar masyarakat ketika berhadapan dengan 

kek.uatan n egara.
20

    

T.uj .uannya adalah .unt .uk membant .u masyarakat kel .uar dari perangkap 

kemiskinan d .an keterbelakangan. Oleh karena it .u, pemberdayaan dapat diartikan 

sebagai .upaya .unt .uk meningkatkan kapasitas d.an kemandirian masyarakat, baik di 

bid.ang ekonomi, sosial, b .udaya, politik, d.an lainnya. Pemberdayaan masyarakat  

mer.upakan w.uj .ud dari peningkatan kapasitas masyarakat, yang memiliki banyak 

n.uansa dalam pemberdayaan s .umber daya man .usia melal .ui pengembangan 

kelembagaan pembang.unan dari tingkat p .usat hingga des.a serta mengembangkan 

sistem sosial ekonomi, prasarana d.an sarana masyarakat, seiring dengan 

berkembangnya masyarakat. Serta pembang.unan Tiga-P: Pemberian d .uk.ungan 

dapat memobilisasi partisipasi pen .uh masyarakat, peny.ul .uhan dapat merespon 

d.an memanta.u per.ubahan yang terjadi di masyarakat d.an pelayanan bertindak 

sebagai pengontrol faktor .unt .uk secara ak.urat mendistrib.usikan s .umber daya 

material d.an non-material yang diperl .ukan kepada masyarakat.
21

 

Dengan demikian, konsep pemberdayaan tidak hanya mengac .u pada 

permasalahan ekonomi saja, nam .un j .uga mer.upakan konsep yang berkaitan 

dengan sel .ur.uh aspek kehid .upan. Sel .ur.uh aspek kehid .upan har.us diberdayakan 

secara bersamaan d.an integrative, pemberdayaan ekonomi j .uga har.us disertai 

dengan pemberdayaan sosial, b .udaya, d.an politik, begit .u p.ula sebaliknya.
22
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Adap.un beberapa bid.ang pemberdayaan yang ada di dalam al-Q.ur‟an, di 

antaranya sebagai berik .ut:  

1)  Pemberdayaan masyarakat di bid.ang pendidikan 

Pendidikan pada .um .umnya bert .uj .uan .unt .uk meningkatkan taraf hid .up 

masyarakat. Pendidikan yang berk .ualitas sangat efektif .unt .uk memperbaiki 

kemiskinan, membina demokrasi d.an membent .uk masyarakat yang sejahtera. 

Al-Q.ur‟an adalah sebagai kitab t .unt.unan .umat Islam yang mendorong ka .um 

m .uslimin .unt .uk belajar d.an men.unt .ut ilm .u.   

2)  Pemberdayaan masyarakat di bid.ang sosial 

S .urat ar-Ra‟d ayat 11 menjelaskan bahwa masyarakat mad.ani hanya bisa 

diw.uj .udkan melal .ui kom .unitas antar masyarakat yang ingin melak .ukan 

perbaikan karena kemakm .uran s .uat .u masyarakat hanya dapat diw .uj .udkan 

melal .ui per.ubahan secara massal d.an berkesinamb .ungan. Oleh karena it.u 

ketika masyarakat memiliki sat .u t.uj .uan d.an siap melak .ukan aksi 

bersama .unt .uk mew.uj .udkan t .uj .uan yang diinginkan yait .u .unt .uk menciptakan 

masyarakat yang makm .ur.  

3)  Pemberdayaan masyarakat melal .ui pemeliharaan lingk .ungan 

Allah SWT menciptakan man .usia d.an alam sebagai ses .uat .u yang saling 

berh.ub.ungan. Alam d.an segala isinya diper .unt .ukkan .unt .uk kesejahteraan 

man.usia d.an t .ugas man.usia har.us menjaga lingk .ungannya dari ker .usakan. 

Agar kelestarian h .utan, kebersihan air d.an .udara tetap terjaga.   
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4)  Pemberdayaan masyarakat di bid.ang ekonomi 

Tidak dirag.ukan lagi bahwa al-Q.ur‟an dengan strategi infak akan 

membang.un sistem ekonomi sosial dengan memad .ukan d.ua .uns.ur yang paling 

mendasar. Pertama, pengak .uan terhadap pemberian hak individ .u dalam 

memperoleh hasil dari pekerjaannya, d.an tidak membatasi kebebasan bekerja 

selama pekerjaan it .u kekal, baik tidak ada .uns.ur dosa d.an perm.us.uhan. Ked .ua, 

yait .u pengak .uan hak sosial dalam hak individ .u d.an kewajiban saling 

menjamin (solidaritas) masing-masing individ .u.  

5)  Pemberdayaan masyarakat melal .ui infak 

Diantara strategi al-Q.ur‟an dalam mengoptimalkan harta adalah motivasi 

berinfak fi sabilillah, ancaman bagi orang-orang yang menimb .un harta d.an 

karir, peringatan agar tidak boros d.an anj .uran .unt .uk hid.up seherhana, serta 

mendah.ul .ukan yang lebih dekat dalam kel .uarga d.an lebih memb.ut .uhkan.  

6)  Memelihara anak yatim piat .u bagian pemberdayaan masyarakat 

Allah membebankan tangg.ung jawab pemeliharaan anak yatim 

kepada .umat ata .u masyarakat, agar mereka terlind .ungi, belajar tenang, hid .up 

layak d.an bergembira seperti anak-anak lain yang memiliki ib.u d.an ayah.   

7)  Pemberdayaan masyarakat melal .ui zakat 
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Zakat adalah sol .usi yang ditawarkan oleh al-Q.ur‟an dalam memberdayakan 

masyarakat. Zakat j .uga mer.upakan ibadah maliah-ijtimaiyah yang memiliki 

f.ungsi strategis dalam pembang.unan ekonomi .umat.
23

  

b. Pengertian Masyarakat  

Masyarakat dalam bahasa Inggris diseb.ut society, berasal dari kata soci .us  

yang berarti kawan. Adap .un dalam bahasa Arab diseb .ut dengan as-syirk artinya 

berserikat, bekerja sama. Selanj .utnya dalam Kam .us Besar Bahasa Indonesia 

masyarakat diartikan sebagai sej .umlah man.usia dalam arti sel .uas-l .uasnya, terikat 

oleh s.uat .u keb .udayaan yang mereka anggap sama.
24

 

Berik.ut ini adalah karakteristik masyarakat, diantaranya yait .u:   

1. Setiap anggota dapat melak .ukan reprod.uksi d.an beraktivitas 

2. Memiliki wilayah tertent .u 

3. Memiliki cara .unt .uk berkom .unikasi 

4. Terjadinya diskriminasi antara warga masyarakat d.an b.ukan warga 

masyarakat. 

5. Secara kolektif menghadapi ata .up.un menghindari m .us.uh.
25

  

Berik.ut ini adalah proses terbent .uknya masyarakat, diantaranya yait .u:  

1. Proses belajar keb .udayaan sendiri 
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Terdapat tiga konsep proses belajar keb .udayaan sendiri yait .u internalisasi, 

sosialisasi d.an enk.ult .urasi.  

2. Proses evol .usi sosial 

Evol.usi sosial adalah teori sosial yang menyatakan bahwa masyarakat 

berkembang secara bertahap dengan kondisi tertent .u.  

3. Proses dif.usi 

Dif.usi adalah proses penyebaran keb .udayaan dari sat .u masyarakat ke 

masyarakat lainnya.  

4. Ak.ult .urasi ata.u asimilasi 

Ak.ult .urasi adalah seb .uah proses sosial yang timb .ul bila s.uat .u kelompok 

man.usia dengan s .uat .u keb.udayaan tertent .u dihadapkan kepada .uns.ur-.uns.ur 

dari s .uat .u keb.udayaan asing sedemikian r .upa, sehingga .uns.ur-.uns.ur 

keb.udayaan asing terseb .ut lambat la.un diterima d.an di olah ke dalam 

keb.udayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian keb .udayaan it.u 

sendiri. Sed.angkan asimilasi adalah proses sosial yang timb .ul bila ada 

golongan-golongan man.usia dengan latar keb .udayaan yang berbeda-beda.  

5. Pembar.uan ata.u inovasi  

Inovasi adalah s .uat .u proses pembar.uan dari pengg.unaan s .umber-s.umber 

alam, energi d.an modal.
26
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c. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat mer .upakan proses peng.uatan masyarakat secara 

aktif d.an berkelanj .utan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi d.an 

kerjasama yang setara.   

Pemberdayaan masyarakat sebagai s .uat .u strategi dalam pembang.unan 

berorientasi pada pemberian kesempatan kepada setiap anggota masyarakat .unt .uk 

dapat ik .ut serta dalam proses pembang.unan dengan mendapatkan kesempatan 

yang sama d.an dapat menikmati hasil-hasil pembang.unan secara proposional.
27

  

Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai 

berik.ut: 

1. Meny.us.un instr.umen peng.ump.ulan data. Seperti hasil penelitian-penelitian 

yang telah dilak .ukan sebel .umnya d.an referensi yang ada dari hasil tem .uan 

pengamatan.  

2. Membang.un pemahaman, komitmen .unt .uk mendorong kemandirian individ .u, 

kel .uarga d .an masyarakat. 

3. Mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, 

monitoring d.an eval .uasi pemberdayaan individ .u, kel .uarga d.an masyarakat.
28

  

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan 

mereka yang menyangk .ut kemamp.uan ekonomi, kemamp .uan akses kesejahteraan 
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serta kemamp .uan k.ult .ur d.an politis. Berik .ut ini adalah sej .umlah indikator 

pemberdayaan:  

1. Kebebasan mobilitas : Kemamp.uan individ .u .unt .uk pergi ke l .uar r.umah ata.u 

wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individ .u 

mamp.u pergi sendirian. 

2. Kemamp.uan membeli komoditas kecil : Individ.u dianggap mamp.u melak.ukan 

kegiatan ini jika ia dapat memb .uat kep .ut .usan sendiri tanpa meminta izin 

pasangannya.  

3. Kemamp.uan membeli komoditas besar : Kemamp .uan individ .u .unt .uk membeli 

barang-barang sek .under ata.u tersier.  

4. Terlibat dalam memb .uat kep.ut .usan-kep.ut .usan r.umah tangga.  

5. Kebebasan relatife dari dominasi kel .uarga.  

6. Kesadaran h .uk.um d.an politik.  

7. Keterlibatan dalam kampanye d.an protes-protes : Seseorang dianggap berdaya 

jika ia pernah terlibat dalam kampanye ata .u bersama orang lain melak .ukan 

protes.  

8. Jaminan ekonomi d.an kontrib.usi terhadap kel .uarga : Memiliki r.umah, tanah 

d.an asset prod .uktif.
29

  

T.uj .uan pemberdayaan masyarakat des.a adalah .unt .uk .upaya meningkatkan taraf hid .up 

d.an kesejahteraan masyarakat des.a melal .ui penetapan kebijakan, program, d .an kegiatan 

yang ses .uai dengan esensi masalah d.an prioritas keb .ut .uhan masyarakat des.a. 
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Materi yang diberikan pada setiap kegiatan/program pemberdayaan hendaknya selal .u 

menyes .uaikan dengan beberapa hal, sebagai berik .ut: 

1. Keb.ut .uhan .utama masyarakat sasaran 

2. Permasalahan yang dihadapai  

3. Potensi masyarakat sasaran (S .umber Daya Man .usia) ter.utama terkait 

pengetah.uan, keterampilan d.an pengalaman.  

4. Potensi wilayah kegiatan (S .umber Daya Alam d.an S .umber Daya B.uatan) 

5. Kondisi sosial d.an b.udaya masyarakat (tingkat pendidikan, kesehatan, kebiasaan-

kebiasaan yang dilak .ukan dalam ber.usaha d.an menjalani kehid.upannya). 

6. Kondisi ekonomi (s .umber .utama mata pencaharian, tingkat kesejahteraan d.an 

lain-lain).  

7. Kebijakan pemerintah setempat, kh .us.usnya yang terkait dengan keped .ulian 

terhadap masyarakat miskin. 

8. Keterlibatan para pemangk .u kepentingan (tokoh masyarakat).
30

    

3. Defenisi Kepala Des.a  

Kepala Des.a adalah pejabat pemerintah des.a yang memp .unyai t .ugas, wewenang d.an 

kewajiban .unt .uk menyelenggarakan r .umah tangga des.anya serta melaksanakan t .ugas dari 

pemerintah d.an pemerintah daerah.  

T.ugas d.an wewenang Kepala Des .a berdasarkan ..UU Nomor 6 Tah .un 2014 Pasal 26 

ayat 1 d.an 2.    
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(1) Kepala Des.a bert.ugas menyelenggarakan Pemerintahan Des.a, melaksanakan 

Pembang.unan Des.a, pembinaan kemasyarakatan des.a, d.an pemberdayaan masyarakat 

des.a.  

(2)    Kepala Des.a berwenang:  

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan des.a  

b. Mengangkat d.an memberhentikan perangkat des.a  

c. Memegang kek .uasaan pengelolaan ke.uangan d.an aset des.a  

d. Menetapkan perat .uran des .a  

e. Menetapkan anggaran pendapatan d.an belanja des .a  

f. Membina kehid .upan masyarakat des .a 

g. Membina ketentraman d.an ketertiban masyarakat des.a  

h. Membina d.an meningkatkan perekonomian des.a serta mengintegrasikannya agar 

mencapai perekonomian skala prod .uktif .unt .uk sebesar-besarnya kemakm .uran 

masyarakat des.a. 

i. Mengembangkan s .umber pendapatan des .a 

j. Meng.us.ulkan d.an menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara g .una 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat des .a. 

k. Mengembangkan kehid .upan sosial b .udaya masyarakat des.a 

l. Memanfaatkan teknologi tepat g.una 

m. Mengoordinasikan pembang.unan des.a secara partisipatif 

n. Mewakili des .a di dalam d.an di l.uar pengadilan ata .u men.unj .uk k.uasa 

h.uk.um .unt .uk mewakilinya ses .uai dengan ketent .uan perat .uran per.und.ang-

.und.angan; d .an  
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o. Melaksanakan wewenang lain yang ses.uai dengan ketent .uan perat .uran 

per.und.ang-.und.angan.
31

  

Kepala Des .a memp.unyai tangg.ung jawab pen .uh atas terselenggaranya 

pembang.unan des .a sebagaimana yang telah diat .ur dalam Pasal 78 ..UU Nomor 6 

Tah.un 2014 tentang Des.a. Pembang.unan des .a bert.uj .uan .unt .uk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat des.a d.an k.ualitas hid.up man.usia serta penangg.ulangan 

kemiskinan melal .ui pemen.uhan keb.ut .uhan dasar, pembang.unan sarana d.an d.an 

prasarana des .a, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan s .umber daya 

alam d.an lingk.ungan secara berkelanj .utan.
32

   

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

UU Desa / UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disahkan pada tanggal 15 

Januari 2014 di Jakarta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. UU desa mulai 

berlaku di hari yang sama dengan tanggal pengesahannya. UU tersebut terdiri dari 16 

bab dan 122 pasal.
33

  

Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-undang ini mengatur materi 
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tentang asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, 

penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa, dan masyarakatnya.
34

 

Pasal 1 ayat (1) menyevutkan bahwa: Des .a adalah kesat .uan masyarakat h .uk.um 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang .unt .uk mengat .ur d.an meng.ur.us .ur.usan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal .us.ul, d .an/ata.u hak tradisional yang diak .ui d.an dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesat .uan Rep.ublik Indonesia. 

Pelaksanaan kinerja kepala desa diatur dalam pasal 26 ayat (1), yaitu kepala Des .a 

bert.ugas menyelenggarakan Pemerintahan Des .a, melaksanakan Pembang.unan Des .a, 

pembinaan kemasyarakatan des.a, d.an pemberdayaan masyarakat des.a.   

5. Fiqh Siyasah  

Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sed.angkan fiqh secara 

terminologi (istilah) adalah pengetah .uan tentang h .uk.um syar‟I mengenai amal 

perb.uatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni h .uk .um-h.uk.um 

kh.us.us yang diambil dari al-Q.ur‟an d.an as-S .unnah. Jadi fiqh adalah pengetah .uan 

mengenai h.uk.um islam yang bers .umber dari al-Q.ur'an d.an as-S .unnah yang dis .us.un 

oleh m.ujtahid melal .ui jalan penalaran d.an ijtihad.
35

  

Kata siyasah berasal dari kata sasa, kata ini dalam kam .us Lisan al-Arab berarti 

mengat .ur, meng.ur.us d.an memerintah. Jadi siyasah men .ur.ut bahasa mengand .ung 

beberapa arti, yait .u mengat .ur, meng.ur.us, memerintah, memimpin, memb .uat 

                                                           
34

 Website dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014. Di akses pada 27 November 
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kebijaksanaan, pemerintahan d.an politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-

Arab, yang dimaks .ud dengan kata siyasah adalah mengat .ur ata.u memimpin ses .uat .u 

dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.
36

 

Dari .uraian di atas, dapat disimp.ulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilm .u yang 

mempelajari hal-ihwal .ur.usan .umat d.an negara dengan segala bent .uk h.uk.um, 

pengat .uran, d.an kebijaksanaan yang dib .uat oleh pemegang kek .uasan yang sejalan 

dengan dasar-dasar ajaran syariat .unt .uk mew.uj .udkan kemaslahatan .umat.
37

   

Al-Q.ur‟an adalah pedoman .utama .umat Islam dalam segala .ur.usannya. Al-Q.ur'an 

tidak hanya sebagai pen .unj .uk jalan bagi seorang m .uslim g.una mendekatkan 

kebahagiaan di d .unia d.an di akhirat, nam .un j .uga sebagai obat yang mamp .u 

menyemb .uhkan berbagai macam penyakit. Di dalamnya terkand.ung banyak h .uk.um 

yang sengaja dides .ain oleh Allah demi kemaslahatan .umatnya. M .ulai dari akhlak, 

h.uk.um, sosial b .udaya, tata negara hingga masalah politik. Di dalam Al-Q.ur'an 

memang tidak terdapat kata politik, nam .un hal-hal yang terkait dengannya terdapat 

banyak ayat yang meng.upasnya, ter.utama yang terkait dengan Khilafah, Imamah, 

Wilayah d.an lain sebagainya. Artinya menciptakan keadilan d.an menegakkan 

h.uk.um .unt .uk mensejahterakan .umat ses.uai dengan kehendak Allah swt.
38

 

Pengertian pemimpin di dalam Islam yait .u kata pemimpin di dalam bahasa Arab 

memp.unyai beberapa istilah yait .u Imam, Khalifah, Amir, Malik d.an S .ulthan. Imam 

men.ur.ut bahasa berasal dari kata (Amma-ya.umm.u-imaman) yang berarti ik .utan bagi  

ka.um d.an berarti setiap oramg yang diik .uti oleh ka.um yang s .udah berada pada jalan 
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yang benar ata .up .un mereka yang sesat. Imam j .uga bisa diartikan sebagai pemimpin, 

seperti ket .ua ata.u yang lainnya. Kata Imam j .uga dig.unakan .unt .uk orag yang 

mengat .ur kemaslahatan ses .uat .u, .unt .uk pemimpin pas .ukan d.an .unt .uk orang dengan 

f.ungsi lainnya.
39

   

Pada masa Kh .ulafa.urrasyidin seorang pemimpin har .us menjadi pemimpin yang 

adil bagi .umat d.an tidak mementigkan diri sendiri. Selain berstat .us sebgai pemimpin 

politik, j.uga berposisi sebagai pemimpin agama. Artinya bahwa tidak ad.anya 

pemisahan .ur.usan politik d.an agama. Islam sebagai ajaran yang .universal d.an 

integral,  dit.ur.unkan .unt .uk mengat .ur sel .ur.uh dimensi kehid .upan .umat man .usia. Baik 

yang berkenaan dengan aqidah, m .u‟amalah, sosial kemasyarakatan, ekonomi, ilm .u 

pengetah.uan d.an teknologi serta sel .ur.uh persoalan lainnya. Islam j .uga mengat .ur 

dari .ur.usan probadi seorag man .usia j .uga hingga persoalan yang dihadapi d .unia global 

antar bangsa. Tidak ada persoalan yang tidak diat .ur oleh Islam. Ajaran Islam menjadi 

pand.angan hid .up yang mengarahkan kita .unt .uk memahami bagaimana sehar .usnya 

hid .up di d .unia yang ses .uai dengan kehendak sang pencipta yait .u Allah SWT.
40

   

Fiqh siyasah mencak .up berbagai at .uran d.an .und.ang-.und .ang yang 

diperl .ukan .unt .uk mengat .ur negara ses .uai dengan pokok ajaran agama .unt .uk 

kemaslahatan man .usia d.an .unt .uk memen.uhi berbagai keb .ut .uhan hid .up mereka.
41
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Ada beberapa .ulama yang membahas st .udi fiqh siyasah dengan s .ubjek yang 

dibahas, ada yang membahasnya dengan ringkas, d.an ada p.ula yang lebih mendalam. 

Men.ur.ut al-Mawardi kajian fiqh siyasah mencak .up kebijaksanaan pemerintah 

tentang perat .uran per.und.ang-.und.angan (siyasah d .ust .uriyah), ekonomi d .an moneter 

(siyasah maliyah), peradilan (siyasah qadhaiyah), h.uk.um perang (siyasah harbiyah) 

d.an administrasi negara (siyasah idariyah).
42

  

Kem .udian r.uang kajian fiqh siyasah men .ur.ut Abd.urrahman Taj menjadi t .uj .uh 

bid.ang, yait .u: 

a. Siyasah d.ust .uriyah (konstit.usi) adalah h .ub.ungan antara pemimpin dis .uat .u pihak 

d.an rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.  

b. Siyasah tasyri’iyah (legislatif) adalah yang berkaitan dengan wakil/delegasi 

rakyat .unt .uk memangk .u amanah/jabatan ses .uai dengan bid .angnya di 

pemerintahan. 

c. Siyasah qadhaiyah (peradilan) adalah yang berkaitan dengan lembaga peradilan, 

kek.uasaan kehakiman d.an proses penegakan h .uk.um yang ses .uai dengan syariat 

Islam. 

d. Siyasah maliyah (ke.uangan) adalah bagian yang mengat .ur segala aspek 

pemas.ukan d .an pengel .uaran ke.uangan yang ses .uai dengan kemaslahatan .um .um 

tanpa menghilangkan hak individ.u d.an menyia-nyiakannya.  
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e. Siyasah idariyah (administrasi) adalah yang terkait dengan .ur.usan pemerintahan 

yang mencak .up kewenangan, organ-organ, bad.an-bad.an. Bad .an p.ublik 

pemerintahan d.an sebagainya.  

f. Siyasah tanfiziyah (eksek.utif) adalah .ur.usan yang berkaitan dengan keses .uaian 

t .ugas pemerintahan menjalankan t .ugas pokok d.an f.ungsinya dengan perat .uran 

per.und.ang-.und.angan yang berlak .u. 

g. Siyasah kharijiah (l .uar negeri) adalah .ur.usan yang mengat .ur persoalan h .ub.ungan 

diplomatik dengan negara lain terkait dengan kepentingan bersama.
43

 

S .ubtansi fiqh siyasah adalah pengat .uran h .ub.ungan anatar pemerintah d.an 

rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan d.an kemaslahatan bersama. Jadi fiqh 

siyasah dalam penelitian ini termas .uk kedalam siyasah d.ust .uriyah, karena di 

dalamnya menjelaskan tentang .Und.ang-.Und.ang Nomor 6 Tah.un 2014.     

C. Peneliti Terdah .ul.u 

Penelitian terdah .ul .u menjadi salah sat .u referensi pen .ulis .unt .uk melak.ukan penelitian 

sehingga pen .ulis dapat memperbanyak teori yang dig .unakan dalam mengkaji penelitian 

yang dilak .ukan. Penelitian diperl .ukan d.uk.ungan d.an hasil-hasil penelitian yang telah ada 

sebel .umnya yang berkaitan dengan penelitian yang dit .ulis oleh pen .ulis. Berik .ut 

penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yait .u:  

1. Skripsi berj.ud.ul : Peran Pemerintah Des.a Dalam Pemberdayaan Masyarakat Des.a 

D.ana.u Tiga Kecamatan Rengat Barat Kab .upaten Indragiri H .ul .u. Oleh Vivi S .unarti, 

tah.un 2023. Hasil dari penelitian ini yait .u Pemerintah des.a s.udah menjalankan 

perannya dengan baik, hal ini dib .uktikan dengan pemerintah des.a yang mengajak 
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masyarakat .unt .uk berm .usyawarah dalam mem .ut .uskan program-program yang 

direncanakan. Nam .un pemerintah des.a bel .um maksimal dalam melaksanakan sel .ur.uh 

program dikarenakan pemerintah des.a k.urang melak .ukan inovasi d.an anggaran dalam 

melaksanakan berbagai program yang direncanakan.  

Kem .udian partisipasi masyarakat des.a D.ana.u Tiga j .uga bel .um maksimal dalam 

berkontrib .usi dalam pemberdayaan masyarakat di des.a terseb.ut. Di karenakan 

k.urangnya kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan masyrakat .unt .uk 

kesejahteraan masyarakat.
44

  

2. Skripsi berj .ud.ul : Peranan Kepala Des.a Dalam Pembang.unan Di Des .a M.uaro 

Tombang, Kecamatan K .uantan M .udik, Kab .upaten K.uantan Singingi, 

Berdasarkan .Und.ang-.Und.ang Nomor 6 Tah .un 2014 Pasal 25 Ayat 1 Men .ur.ut 

Perspektif Fiqh Siyasah. Oleh Angg.un Dwiyasman, tah .un 2022. Hasil dari penelitian 

ini yait .u Kepala Des .a M.uaro Tombang dalam menjalankan perannya dalam 

pembang.unan des .a melibatkan .uns.ur masyarakat setempat .unt .uk melak .ukan 

pengawasan d.an ik.ut serta dalam perancangan program kerja yang dis .us.un 

berdasarkan perat .uran per.und.ang-.und.angan yang berlak .u. Nam .un tidak sem .ua orang 

sependapat dengan kepala des.a terseb.ut d.an ada p.ula yang masih pesimis dengan 

peran Kepala Des .a M.uaro Tombang. 

Faktor-faktor yang menghambat peningkatan peran Kepala Des.a M.uaro Tombang 

dalam melaksanakan pembang.unan adalah k .urangnya lahan milik pemerintah, 

k.urangnya aktivitas kepala des.a dalam mengajak sel .ur.uh masyarakat, d.an k.urangnya 

kesadaran masyarakat it .u sendiri .unt.uk berpartisipasi dalam proses pembang.unan 
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des.anya d.an j .uga memerl .ukan strategi yang sangat baik agar anggaran yang ada dapat 

dig.unakan secara efektif d.an ekonomis.   

Peran Kepala Des.a M.uaro Tombang dalam melaksanakan pembang.unan des.a 

sebagai .upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat j .uga baik dalam memimpin 

pembahasan rancangan program kerja bersama. 

Meskip.un Kepala S .uk.u M.uaro Tombang tidak semp .urna, nam .un belia.u 

menerapkan nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam d.an reg.ulasi politik, serta 

mengelola perekonomian d.an s.umber daya masyarakat .unt .uk kemaslahatan 

masyarakat des.a M.uaro Tombang. Hal ini j .uga ses .uai dengan kaidah fiqh yang 

mengat .ur bahwa ke .utamaan setiap pemimpin har .us diarahkan pada kebaikan 

masyarakat yang dipimpinnya.
45

 

3. Skripsi berj .ud.ul : Kinerja Kepala Des .a Men.ur.ut .Und.ang-.Und.ang Nomor 6 Tah .un 

2014 Tentang Des .a Di Des.a Pa.uh Ranap Kec. Peranap Indragiri H .ul .u Dalam 

Perspektif Fiqh Siyasah. Oleh Vivin Nabila, tah .un 2021. Hasil dari penelitian ini 

yait .u ..UU Nomor 6 Tah .un 2014 telah diterapkan dengan baik di Des .a Pa.uh Ranap. 

Dari data rencana kerja Pemerintah des .a Pa.uh Ranap tah.un 2019-2020, s .udah 

dipersiapkan dengan baik, nam .un terlihat rencana kerja terseb .ut bel .um terlaksana 

sepen.uhnya, Jika dij.umlahkan, terdapat 36 rencana kerja .um .um d.an 11 diantaranya 

telah dilaksanakan, terhit .ung 31%. Dapat disimp .ulkan bahwa kinerja kepala des.a 

Pa.uh Ranap bel .um mamp.u mencapai target. Hal ini tent.unya berdampak pada kinerja 

t .ugas kepala des.a. 
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Kendala yang dihadapi pemimpin des .a dalam mencapai kegiatan yang 

efektif .unt .uk mend.uk.ung pembang.unan des.a terbagi menjadi d .ua bagian:  

a.  Faktor internal. Kontrib .usi masyarakat d.an wakt .u. 

b. Faktor eksternal. K .urangnya pengawasan oleh kab .upaten ata.u bel .um memadainya 

pengelolaan d.an fasilitas.  

Faktor pend.uk.ung, ad.anya koordinasi d.an kerjasama yang dipimpin des .a dengan 

pemangk.u kepentingan .unt .uk mencapai pembang.unan, ad.anya beberapa d .ana APBD 

d.an APBDes .unt .uk mend .uk.ung pembang.unan d.an perangkat des.a selal.u mend.uk.ung 

sem .ua kegiatan. 

Pand.angan fiqih siyasah (tinja.uan syariat) terhadap kinerja kepala des .a Pa.uh 

Ranap menyimp .ulkan bahwa kinerja kepala des.a masih ja.uh di bawah ekspektasi 

masyarakat, kepala des.a tidak bisa berb.uat apa-apa. Kewajiban s.udah tert .uang dalam 

fiqh siyasah d.ust .uriyah.
46
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini mer .upakan penelitian yang bersifat k .ualitatif dengan fok .us pada 

materi lapangan. Penelitian ini j .uga mer.upakan penelitian yang bersifat deskriptif dari 

individ.u tentang perilak.u yang diamati dalam bent .uk kata-kata tert.ulis ata.u lisan.  

Jenis penelitian ini didasarkan pada beberapa .uraian singkat dari peneliti, oleh 

karena it .u penelitian yang dilak .ukan oleh peneliti adalah penelitian h .uk.um sosiologis, 

yait .u melal .ui penelitian langs .ung di lapangan .unt .uk meng.ump.ulkan data primer d.an 

sek.under, dilak .ukan langs .ung oleh responder melal .ui observasi, wawancara d.an kajian 

p.ustaka sebagai bahan d.an informasi dalam pen.ulisan penelitian ini.
47

 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini mer .upakan st .udi lapangan di des .a Pengalihan, Kecamatan Keritang, 

Kab.upaten Indragiri Hilir. Lokasi ini sangat m .udah dijangka.u oleh peneliti .unt .uk 

melak.ukan observasi d.an wawancara mengenai permasalahan.  

C. S .ubjek d.an Objek Penelitian  

1. S .ubjek Penelitian 

S .ubjek dalam penelitian ini yait .u Kepala des.a, Sekretaris des .a, Kepala d .us.un d.an 

Masyarakat des.a Pengalihan.   
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2. Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah peran Kepala Des.a dalam pemberdayaan 

masyarakat berdasarkan .Und.ang-.Und.ang Nomor 6 Tah .un 2014 des.a Pengalihan 

Kecamatan Keritang Kab .upaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqh Siyasah.  

D. Pop .ulasi d.an Sampel  

1. Pop.ulasi  

Pop.ulasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek ata .u s .ubjek yang 

menjadi k.uantitas d.an karakteristik tertent .u yang ditetapkan oleh peneliti .unt .uk 

dipelajari d.an kem .udian ditarik kesimp .ulannya.
48

  Adap.un pop.ulasi dalam penelitian 

ini adalah sel .ur.uh masyarakat yang bertempat tinggal di des .a Pengalihan Kecamatan 

Keritang Kab.upaten Indragiri Hilir sebanyak 2523 KK.  

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari j .umlah karakteristik yang dimiliki oleh pop .ulasi.  

Sampel adalah bagian dari j .umlah d.an karakteristik yang dimiliki oleh pop .ulasi 

terseb.ut. Bila pop .ulasi besar d.an peneliti tidak m .ungkin mempelajari sem .ua yang ada 

pada pop.ulasi, misalnya karena keterbatasan d.ana, tenaga d.an wakt .u, maka peneliti 

dapat mengg.unakan sampel yang diambil dari pop .ulasi. Apa yang dipelajari dari 

sampel it .u kesimp.ulannya akan dapat diberlak .ukan .unt .uk pop.ulasi. .Unt .uk it .u sampel 

yang di ambil dari pop .ulasi har.us bet .ul-bet .ul representative (perwakilan). Berh .ub.ung 
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j .umlah pop .ulasi terlal .u besar, maka dari pop .ulasi terseb .ut diambil secara P.urposive 

sampling sebanyak 252 KK di des.a Pengalihan.  

E. S .umber Data 

S .umber data yang dig.unakan dalam penelitian ini terbagi menjadi d .ua yait .u data 

primer d.an sek.under. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang langs .ung diperoleh dari s .umber ata.u s.umber asli 

yang mem .uat informasi/data penelitian. Data primer .unt .uk penelitian ini adalah data 

yang diperoleh dari wawancara langs .ung kepada Kepala Des .a, Kepala D .us.un d.an 

Masyarakat di des .a Pengalihan Kecamatan Keritang Kab .upaten Indragiri Hilir.   

2. Data Sek.under  

Data sek .under adalah informasi yang diperoleh melal .ui telaah p .ustaka terhadap 

b.uk.u-b.uk.u, .Und .ang-.und.ang, d.an s.umber-s.umber lainnya yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti.  

F. Teknik Peng .ump .ulan Data  

1. Observasi 

Observasi adalah t .ur.un langs .ung ke lapangan melihat objek yang terjadi ses .uai 

dengan apa yang diteliti.  
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2. Wawancara 

Wawancara adalah proses peng.ump.ulan data dengan cara tanya jawab terhadap 

responden sebanyak 25 orang, yang terdiri dari 1 Kepala des .a, 1 Sekretaris des.a, 1 

Kepala d.us.un d.an 22 orang masyarakat des.a Pengalihan.  

3. Analisis dok .umentasi 

Analisis dok .umentasi adalah pengambilan data dari dok .umen yang ada d.an 

dises.uaikan dengan masalah yang diteliti dalam skripsi ini.   

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dig.unakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

k.ualitatif. Analisis yang dig.unakan pen .ulis .unt .uk memberikan gambaran mengg.unakan 

objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari s .ubjek yang diteliti.  

Proses analisa dim .ulai dengan meninja.u st .udi, observasi, wawancara d.an dok.umen 

dari berbagai s .umber. Kem .udian melak.ukan red .uksi data yakni data ind .uk d.an 

meny.us.unnya secara sistematis menjadi data yang benar-benar terkait dengan masalah 

yang diteliti.  

H. Metode Pen .ulisan  

Setelah data terk .ump.ul, maka data dis .us.un dengan mengg.unakan metode sebagai 

berik.ut:   
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1. Metode ded.uktif adalah mendeskripsikan d.an meng.uraikan data dalam kaitannya 

dengan masalah yang dipelajari secara .um .um, kem .udian menganalisa .unt .uk menarik 

kesimp.ulan yang konkrit.  

2. Metode deskriptif adalah menggambarkan secara tepat d.an benar masalah yang di 

bahas ses .uai dengan data-data yang di peroleh, kem .udian di analisa sehingga dapat di 

tarik kesimp.ulannya.  

I. Sistematika Pen .ulisan  

Mengenai sistematika pen .ulisan dari penelitian ini adalah sebagai berik .ut: 

 BAB I  : PENDAH .UL .UAN  

Melip .uti latar belakang masalah, batasan masalah, r .um .usan masalah,    

t .uj .uan d.an manfaat penelitian.  

 BAB II : KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERAN KEPALA DESA 

Pada bab ini menerapkan teori peran Kepala Des .a dalam pemberdayaan 

masyarakat berdasarkan .Und.ang-.Und.ang Nomor 6 Tah .un 2014 des .a 

Pengalihan Kecamatan Keritang Kab .upaten Indragiri Hilir Perspektif 

Fiqh Siyasah.  

BAB III : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini memberikan gambaran .um .um tentang jenis penelitian,  

lokasi penelitian, s.ubjek d.an objek penelitian, pop .ulasi d.an sampel, 

s.umber data, teknik peng.ump.ulan data, teknik analisis data, metode 

pen.ulisan d.an sistematika pen .ulisan.  
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BAB IV : HASIL D.AN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas mengenai gambaran secara .um .um tentang: Peran 

Kepala Des.a dalam pemberdayaan masyarakat berdasarkan .Und.ang-

.Und.ang Nomor 6 Tah .un 2014 des.a Pengalihan Kecamatan Keritang 

Kab.upaten Indragiri Hilir d.an Tinja.uan Fiqh Siyasah tehadap peran 

Kepala Des.a dalm pemberdayaan masyarakat Des.a Pengalihan 

Kecamatan Keritang Kab .upaten Indragiri Hilir.  

BAB V : KESIMP.ULAN D.AN SARAN  

Bab ini mer.upakan bab terakhir dalam peny.us.unan penelitian ini yang   

berisi kesimp .ulan d.an saran.  

 DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimp .ulan 

Dari hasil penelitian d.an pembahasan tentang Peran Kepala Des .a Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Di Des.a Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kab .upaten 

Indragiri Hilir peneliti mengambil kesimp .ulan:   

1. Peran kepala des .a Pengalihan sebagai pemimpin, k .urang efektif dalam melaksanakan 

program pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat program kelompok tani di 

d.us.un Bar.u tidak berjalan dengan baik, tidak meratanya bant .uan pemberdayaan 

masyarakat di setiap d.us.un. Kepala des.a har.us berpartisipasi secara aktif dalam 

mengembangkan program pemberdayaan masyarakat d.an memberikan arahan.    

2. Faktor-faktor yang memepengar .uhi peran kepala des.a dalam pemberdayaan 

masyarakat di des .a Pengalihan ada 2 yait .u faktor pend .uk.ung d.an faktor penghambat. 

Faktor pend .uk.ung melip .uti kerjasama, motivasi d.an kebijakan pemerintah .unt .uk 

menciptakan kesejahteraan masyarakat, kemandirian masyarakat, agar masyarakat 

terlepas dari kesenjangan sosial, serta mengaktifkan kembali program-program 

pemberdayaan masyarakat. Pemeliharaan d.an d.uk.ungan pemerintah ma .up.un 

masyarakat, ad.anya anggaran dari pemerintah yang bisa dig.unakan .unt .uk 

pemberdayaan masyarakat. Faktor penghambat mlip .uti minimnya d.ana, d.ana yang 

diberikan tidak seimbang dengan banyaknya pend .ud.uk des.a Pengalihan, serta sarana 

d.an prasarana yang tidak memadai. K .urang matangnya perencanaan, minimnya 

wakt .u .unt .uk menjalankan program pemberdayaan sehingga banyak program 
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pemberdayaan yang tidak terlaksana dengan baik. K .urang terorganisir oleh peng.ur.us 

kelompok tani yang s .udah pada t .ua d.an tidak ada dorongan dari pihak des .a d.an pihak 

peny.ul .uh, jadi organisasi kelompok tani hanya dalam berbent .uk SK nyata tapi tidak 

terlaksana seperti yang di harapkan. 

3. Men.ur.ut tinja.uan fiqh siyasah, kinerja kepala des .a Pengalihan tidak bertentangan 

dengan syariat Islam d.an s.udah melaksanakan perannya sebagai seorang pemimpin 

ses.uai dengan siyasah d .ust .uriyyah.   

B.  Saran  

1. Peningkatan peran kepala des.a dalam pemberdayaan masyarakat har .us lebih 

dioptimalkan, agar program pemberday.n masyarakat yang ada di des.a Pengalihan 

semakin berkembang d.an warga masyarakat des .a lebih berdaya dalam tatanan sosial, 

politik d.an ekonomi.  

2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek d.an pelak .u dalam 

pemberdayaan masyarakat, tetapi j .uga sebagai pihak yang bertangg.ung jawab .unt .uk 

menent .ukan d.an mengembangkan program pemberdayaan masyarakat. 

3. Selain memberikan pelatihan d.an peny.ul .uhan kepada warga masyarakat, aparat des.a 

j .uga har.us dilatih .unt .uk meningkatkan s .umber daya man .usia d.an memberikan 

pelayanan terbaik kepada warga des .a. 
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